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BUPATI KOLAKAUTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURANBUPATIKOLAKAUTARA
NOMOR 2S TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMA PENYELENGGARAANBADANUSAHA MILIK DESA DAN BUMDES

BERSAMA DI KABUPATENKOLAKAUTARA

Menimban

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI KOLAKAUTARA,

a. bahwa untuk meningkatkan perannya dalam
pengembangan ekonomi masyarakat desa,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pendapatan desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa;

b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan
pedoman penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten
Kolaka Utara.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
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,_

Menetapk

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, I Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nornor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAANBADAN USAHA MILIK
DESA DI KABUPATENKOLAKAUTARA

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall
Dalam Per uran Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah dalah Kabupaten Kolaka Utara;
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2. pemeri+tah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati_rdalah Bupati Kolaka Utara;
4. Peratur Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara;
5. Desa a alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang b, rwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepenti gan masyarakat seternpat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal us ,dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem femerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ,

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepenti gan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatu Republik Indonesia;

7. Pemeri tah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur enyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Badan Ipermusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah
Iernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditJtapkan seeara demokratis;

9. Musya arah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, P merintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati. hal yang bersifat
strategi ;

10. KesepaItatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari
MusyaJarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam
Berita 4\eara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh
Ketua Hadan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;

11. Peratur n Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh K pala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permus awaratan Desa;

12. Badan saha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha ang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan seeara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisah an guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal2
(1) Pendiridn BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh

kegia I dibidang ekonomi danj atau pelayanan umum yang dikelola oleh
Desa d / atau kerja sarna antar Desa.

(2) Pengem angan BUM Desa dimaksud sebagai upaya meningkatkan peran
dan p tisipasi masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan
sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki

BAB II
PENDIRIANDANPENGEMBANGANBUMDESA
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Pasa13
Pendirian an Pengembangan BUMDesa bertujuan :
a. Mening atkan perekonomian Desa;
b. Mengo imalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. Mening atkan usaha masyarakat dalarn pengelolaan potensi ekonomi Desa

serta m ningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa,
d. Menge bangkan rencana kerja sarna usaha antar desa dan Iatau dengan

pihak k tiga;
e. Mencip akan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan

layana umum warga;
f. Membu a lapangan kerja;
g. Mening atkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
h. Mening atkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasa14
(1) Pendiri n BUM Desa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa

dan / at u masyarakat Desa;
(2) Strategi Pengembangan BUM Desa diatur lebih lanjut pada Anggaran

Dasar an Anggaran Rumah Tangga BUMDesdan pedoman umum lainya.

(1)
Desa.

(2) Pokok

a.
b.

d.
pem
bagi

(3) Musya

Pasal 5
Musyawarah Desa dalam rangka pendirian BUM

ahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana
d pada ayat (1) meliputi:
Kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
Sumberdaya alarn di Desa;
erdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
iayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai

dari usaha BUMDesa.
arah Desa menyetujui atau menolak pembentukan BUMDesa.

Pasal6
(1) kan Persetujuan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal

5, Kep la Desa membentuk Tim I'erurnus untuk menyiapkan pendirian
dan ata pengembangan BUMDesa.

(2) Tugas Tim Perumus yaitu menyiapkan pernbentukan dan atau
pengem angan BUMDesa antara lain: /
a. Men tukan jenis usaha BUMDesa;
b. Men ntukan modal BUMDesa;

uskari/ merevisi ADIARTBUMDesa;
.apkan Rancangan Peraturan Desa ten tang Pendirian BUMDesa;
sulkan calon pengelola BUMDesa.
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Pasal7
s menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan dan

atau penge bangan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
Kepada BP melalui Kepala Desa.

Pasal8
(1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan

Desa tetb.tangPendirian BUMDesa.
(2) Peratur I Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. Nam dan temp at kedudukan BUMDesa;
b. Maks d dan tujuan;
c. Moda dan jenis usaha;
d. Kepe~gurusan dan organisasi BUM Desa meliputi persyaratan dan

mek:fisme pengangkatan;
e. Pembubaran BUM Desa.

, Pasal 10
(1) Susunar kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penas ehat; .
b. Pel sana Operasional;
c. Bada Pengawasan. \

ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(3) Masa b a.kti kepengurusan BUMDesa diatur dalam AD/ART.

BABIII
ORGANISASIPENGELOLABUM DESA

Pasal9
Organisasi engelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

(2)

Pasal 11
(1) Penase at sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (I) huruf a dijabat

secara ~x officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berkewajiban :

a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
mel sanakan pengelolaan BUMDesa;

b. Mem erikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penti g bagi pengelolaan BUMDesa;

c. Men orong pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa secara
proferiona1; dan

d. Melin'dungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan
kinerja BUM Desa.

(3) Periasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
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a. Memi ta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan
yang enyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan

b. Memi ta laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari
pelak ana operasional.

Pasal12
(1) Pelaksa a Operasional terdiri atas seorang atau lebih Direktur sesuai

kebutu an BUM Desa, seorang sekretaris, seorang bendahara .
.(2) Pelaks a Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
(3) a Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

engurus, mengelola dan mengembangkan BUM Desa sesuai
DjART.

(4) a Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. Mem uat laporan keuangan usaha RUMDes setiap bulan;
b. Mem uat laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap

bul . ;
laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada

masy akat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Meng adiri Musyawarah perencanaan pembangunan desa di wilayah
g-rnasing

(5) a Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a. Mel kan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
b. Mew kili kepentingan BUM Desa baik di dalam maupun di luar

peng dilan;
c. Meng gkat stafjkaryawan.

Pasal 13
Pelaksana perasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan
disertai de gan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian
peran dan spek pembagian kerja lainnya.

Pasal14
(1) Persyar tan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

a. Masy rakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
b. Berd misili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. Berk pribadian baik, JUJur, adil, cakap, berpengalaman,

berta ggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
d. Pend dikan minimal setingkat SMAjSMUjSMK atau sederajat;
e. Tida merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga

Pem rintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kecuali
atas sulan dan kesepakatan musyawarah;

f. Syar t-syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Desa.
(2) Pelaks na Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

a. Meni ggal dunia;
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b. Tel selesai mas a bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
ran Rumah Tangga BUMDesa;

durkan did;
d. Tid dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat

perk mbangan kinerja BUMDesa;
e. Terli at tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling

t 5 (lima) tahun dan ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal15
(1) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih

sesuai ebutuhan BUMDesa untuk mewakilikepentingan masyarakat.
(2) Dalam hal Pengawas lebih dari satu, ditunjuk koordinator Badan

Pengaw s dari anggota pengawas yang ada.
(3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kewajib melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa
sekur g- kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(4) Badan engawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a. Meminta keterangan danjatau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa

dari elaksana operasional;
b. Mem erikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan keuangan

BUM Desa kepada penasehat.
(5) Masa b ti Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga BUM Desa.

BABIV
PE MODALAN,JENIS USAHA,HASILUSAHAdan KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Modal BUMDesa

Pasal16
(1) Modal wal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
(2) Modal UM Desa terdiri atas:

a. Peny rtaan modal Desa;
b. Peny rtaan modal masyarakat Desa.

(3) Penyer an Modal Desa paling sedikit 51% dari total anggaran yang
dibutu kan BUMDes.

Pasal17
Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf
a terdiri at s :
a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan

danj a u lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. Bantua pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah,

pihak s asta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan./ atau lembaga
g disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
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d. Penyer aan berupa uang atau aset Desa yang disalurkan me1alui APBDesa
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset
Desa.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal18
BUM Des dapat menjalankan bisnis sosial (social business), penyewaan
(renting) arang, usaha perantara (brokering), menjalankan bisnis yang
berproduk i dan/ atau berdagang (trading), bisnis keuangan (financial
business).

Pasal19
(1) Bisnis osial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

a. Air .num Desa;
b. Us a listrik Desa;
c. Lum ung pangan;
d. Sum er daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

(2) an mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana
d pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20
Bisnis pen ewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 meliputi :

a. alat ransportasi;
b. perk as pesta;
c. gedu g pertemuan;
d. rum h toko;

milik BUM Desa; dan

Pasal21
Usaha Per tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 meliputi :

embayaran listrik;
Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
elayanan lainnya.

,
Pasal22

berproduksi dan/ atau berdagang sebagaimana dimaksud dalam
liputi: I

a. hasi pertanian;
b. sara a produksi pertanian;
c. kegi tan bisnis produktif lainnya.

Pasai 23
Bisnis keu gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan
akses kred t dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
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Pasa124
(1) BUMD sa dapat terdiri dari unit-unit usaha.
(2) Unit u aha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga

bisnis Iyang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan
masyar at.

Pasa125
(1) Hasil u aha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil

transa si dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak
lain, se ta penyusutan atas barang-barang inventaris dalaml (satu) tahun
berjalaJ.

(2) Hasil Ukaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
a. ta.m~han modal; ,
b. pemi ik modal;
c. peni gkatan kapasitas pengurus;
d. cad gan resiko;
e. dana sosial; dan/ atau
f. bonu pengurus.

(3) Pemba 'an hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ay t (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ADIART
BUMDesa.

(4) Alokasi Ipembagian hasil usaha sebagai'mana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

(5) Dalam al cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
tidak di akan, maka dana tersebut digunakan untuk tambahan modal
di tahun berikutnya.

(6) Bonus engurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat diberikan
apabila arget keuntungan tercapai.

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

Pasal26
(1) Kerugi BUMDesa dinyatakan melalui Musyawarah Desa.
(2) Kerugia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BUM Desa.
(3) BUMDe a yang tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana dimaksud

pada aYit (2) dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Perund g-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Keempat
Kepailitan BUMDesa
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BABV
RJA SAMA DAN PEMBB~NTUKAN BUM DES BERSAMA

Pasal27
(1) sa dapat melakukan kerja sarna dengan pihak lain.
(2) Kerjas a dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

dalam ~angka pengembangan usaha dan pemanfaatan potensi ekonomi
desa; I

(3) Kerja sra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peratun perundang undangan.

Pasal 28
(1) Dalam angka pengembangan potensi ekonomi kawasan perdesaan antara

2 desa tau lebih, dapat bekerja sama rnembentuk BUMDes Bersama;
(2) Pembentukan BUMDesbersama diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat

pada 2 ~esa atau lebih yang rnemiliki potensi sumber ekonomi lokal yang
serupa;

(3) Pemben ukan BUM Desa Bersarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui tahapan pendirian, penggabungan, atau
pelebur BUMDesa;

(4) Pendiri , penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana
dimaksihd pada ayat (3) serta pengelolaan BUM Desa terse but
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa129
usaha BUMDesBersarna meliputi :(1) Kegia

a. embangan potensi wisata;
b. angunan, pengembangan, dan pemeliharaan pasar wisata;
c. Pe angunan toko grosir, bekerjasama dengan usaha warga desa

lainfya;
d. Pengelolaan dana bergulir; dan Iatau
e. Ke ilatan usaha bersama lainnya

BABVI
ELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA

Pasal30
(1) Pelaks,na Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan

keuangrn BUMDesa kepada Penasehat.
(2) Lapor~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari

laporari per 6 (enam) bulan yang memuat perkembangan BUM Desa,
jumlah Ipenerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang
diperoleh.

Bagian Kesaru
Pelaporan
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(3) Laporan disusun secara transpai (.U1, akuntabel, akseptabel dan
berkel Iijutan.

Pasal31
(1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban

peng lolaan BUM Desa sesuai dengan Tahun berjalan terhitung mulai 1
Janu ri dan berakhir 31 Desember.

;

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

(2) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
emuat ten tang :

a. Laporan keuangan;
b. Nerac~ rugi laba;
c. Perkehtbangan BUM Desa;
d. Lapo an semester I dan semester II sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

28.
(3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh pelaksana

operasi nal kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa
paling 1 bat 30 Juni tahun berikutnya.

(4) Lapor~ Pertanggungjawaban BUM Desa dibuat tertulis, dijilid dan
dirangkap untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa dan
Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait.

Pasal32
(1) Kepala esa melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen

dan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa.
(2) Peme . tah Daerah melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan

san umum terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya
penasehat, pengelola dan badan pengawas BUM Desa

BABVII
PEMBINAANDANPENGAWASANUMUM

BABVIn
KETENTUANPERALlHAN

I Pasal33
(1) Bu~esa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini

berl tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) BUM esa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l)wajib

Melaku an penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling
lama 4 empat) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
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Peraturan B
Agar setiap
Bupati iru
Utara.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal34
pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

- -- -

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal os jULi 2019

/fFf·l BUPATI KOLAKAUTARA,

~ lAMJI -
H. NUR RAHMAN UMAR

Diundan
pada tangga 2019

S DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA,

ASHAR

BERITA DA' RAH KABUPATEN KOLAKAUTARATAHUN 2019 NOMOR -
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